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BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan

ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ot4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4

tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten

mengalokasikan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah

dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Daerah

Kabupaten Muara Enim;

undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kota Prqja di Provinsi Sumatera Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 821);

undang-undang Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4

Nomor 244, Tarrtbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir

dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
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4.

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor L57, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 57171;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 611);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun

2Ol8 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2Ol9 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara

Enim Tahun 2OL8 Nomor 14).
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MEMUTUSI(AN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Dinas Pemberdayaa.n Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat

DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Muara Enim.

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat

BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Muara Enim.

6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang membawahi desa yang bersangkutan.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal

usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.



9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BpD adalah
l,embaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

1 1. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan permusyawaratan

Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.

L2. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk atas
prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat yang bertugas memberdayakan
masyarakat desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

13. Kepala Desa adalah Kepa1a Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Desa.

74. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris
Desa dan perangkat desa lainnya.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut ApBD
adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut ApBDesa,
adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

17 - Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana
perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

18. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

19. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan dua atau
lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

20. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
yang bersifat mengatur.

21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara
Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas,
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program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa,

danf atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa adalah

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya

disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena

jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan

Pengelolaan Keuangan Desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD

adalah Perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa

berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang mengesakan sebagian kekuasaan

PKPKD.

Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur

pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator

PPKD.

Pengadaan Barang/Jasa di desa disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa

adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik

dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui Penyedia Barang/Jasa.

Swakelola adalah kegiatan pengadaan barangljasa dimana pekerjaannya

direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola

Kegiatan.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang

menyediakan barang/j asa.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia yang ditetapkan oleh Kepala

Desa yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Sekretaris Desa adalah sebagai unsur perangkat desa bertindak selaku

koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Kaur Keuangan adalah perangkat yang ditunjuk menerima,

menyimpan, membayarkan, menyetorkan, menatausahakan, dan

mempertanggungiawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang desa yang ditentukan

oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa.

33.



34. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan

desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk

membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

35. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa,

dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang

sah.

36. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan

barang tidak bergerak.

37. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan

prioritas kebutuhan masyarakat desa.

38. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD

adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat

sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan

aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

39. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah

anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan

kemampuan untuk pembangunan partisipatif.

40. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan

kehidupan untuk sebesar-be sarnya kesej ahteraan masyarakat de sa.

4L. Pelaksana Kegiatan adalah perangkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa

untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas kegiatan dan

fungsi masing-masing.

42. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk

sebesar-besarnya kesej ahteraan masyarakat desa.

43. Surat Permintaan Pencairan Uang yang selanjutnya disingkat SPPU adalah

dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Desa untuk pencairan uang guna

pembayaran kegiatan desa.

44. Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP

adalah Inspektorat Kabupaten Muara Enim.

45. Pihak Lain adalah Pihak yang membantu Pemerintah Desa selain Perangkat

Desa.



BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kedua

Pasal 2

Maksud diberikannya Alokasi Dana Desa adalah untuk membiayai program

pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan

pembinaaan kemasyarakatan.

Pasal 3

Trrjuan Alokasi Dana Desa adalah :

a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa

dan PemberdaYaan masYarakat;

c. meningkatkan pembangunan infrastrrrktur perdesaan;

d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam

rangka mewujudkan peningkatan sosial;

e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka

mengembangkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha

Milik Desa (BUMDesa).

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Alokasi Dana Desa meliputi :

a. pengalokasian Keuangan ADD;

b. penggunaan keuangan ADD;

c. pengelolaan ADD;

d. pembinaan dan Pengawasan ADD;

e. kerugian keuangan ADD.



BAB IV

PENGALOKASIAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA

Pengalokasian Keuangan Alokasi Dana Desa

Pasal 5

(1) Pengalokasian keuanga.n Alokasi Dana Desa untuk setiap desa dialokasikan

secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

a. Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM).

b. Alokasi Dana Desa Proposional.

{21 Secara Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagran

Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut

Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM);

(3) Secara Berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya

bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Bobot Desa (BDx) yang dihitung

dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas

wilayah dan letak kesulitan geografis, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana

Desa Proposional (ADDP).

(41 Besarnya Persentase perbandingan antara secara merata dan secara

berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), adalah

Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) sebesar 8Oo/o (delapan puluh

perseratus) dari jumlah Alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana

Desa Proposional sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah

Alokasi Dana Desa.

Bagran Kedua

Bobot Desa

Pasal 6

(1) Indikator untuk menghitung bobot desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (3 ) sebagai berikut:

a. 25o/o (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk dari sumber data

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk Angka Kemiskinan sumber

data Muara Enim dalam angka tahun 2Ol7 dari Bappeda Kabupaten

Muara Enim;



c. 10% (sepuluh persen) untuk Luas Wilayah, sumber data Muara Enim

dalam angka tahun 2Ol7 dari Bappeda kabupaten Muara Enim;

d. 30o/o (tiga puluh persen) untuk Tingkat Kesulitan Geogralis sumber data

dari Bappeda Kabupaten Muara Enim dalam angka tahun 2017.

Bagian Ketiga

Besaran Alokasi Keuangan Alokasi Dana Desa

Pasal 7

(1) Besaran Alokasi Keuangan ADD berdasarkan azas merata sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

ADDM = 8O7o x Jumlah ADD Kabupaten

,**"

(2) Besaran Alokasi Keuangan ADD berdasarkan. az.as keadilan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

ADDP = Nilai Bobot Desa x 2Oo/o Jumlah ADD Kabupaten

Nilai Bobot Desa se Kab

(3) Jumlah alokasi keuangan ADD yang diterima setiap desa berdasarkan azas

pemerataan dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGGUNAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

(U Keuangan desa yang bersumber dari ADD digunakan untuk mendanai

kegiatan desa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan desa.

(21 Penggunaan keuangan ADD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sebagai

berikut:

a. Paling banyak 3Oo/o (tiga puluh perseratus) setelah dikurangi Siltap,

T\rnjangan Kepala Desa, Perangkat, Honor BPD dari jumlah anggaran

belanja dan digunakan untuk :

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Perangkat Desa;

2. Operasional Pemerintah Desa;

3. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;

4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.



b. Paling sedikit 7Oo/o (tujuh puluh perseratus) setelah dikurangi Siltap dan

Tunjangan dari jumlah anggaran belanja dan digunakan untuk mendanai

penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,

Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(3) Rincian lebih lanjut mengenai penggunaan ADD sebagaimana dimaksud

ayat (21ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Pertama

Perencanaan

Pasal 9

tl) Perencanaan kegiatan desa yang bersumber dari ADD dilaksanakan melalui

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahunan

yang hasilnya dituangkan dalam dokumen RKP Desa.

(21 Dokumen RKPDesa dijadikan dasar dalam penJrusunan Rincian

Penggunaan ADD.

(3) Rincian Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan

satu kesatuan dengan dokumen rancangan APBDesa.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf Pertama

Pelaksana Kegiatan

Pasal 1O

Dalam melaksanakan kegiatan harus ditunjuk Pelaksana Kegiatan yang

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana tercantum daiam

Lampiran I Peraturan ini.

Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab

kepada Kepala Desa.

Penunjukan Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diangkat berdasarkan tugas dan fungsi perangkat desa masing-masing.

t1)

(21

(3)



(4) T\rgas Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (U adalah

sebagai berikut:

a. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. melaporkan perkemballgan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa;

c. sebelum pekerjaan diserahterimakan oleh Pelaksana Kegiatan kepada

Kepala Desa harus diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;

d. menyerahkan bukti pendukung administrasi dan bertanggung jawab

penuh atas kebenaran formal dan material atas dana kegiatan yang

dikelola dalam bentuk Berita Acara serah terima Dana Kegiatan

sebagaimana tercantum dalam Format A Lampiran II Peraturan ini;

e. setelah kegiatan selesai dilaksanakan, menyerahkan kegiatan kepada

Kepala Desa, dalam bentuk Berita Acara serah terima kegiatan

sebagaimana tercantum dalam Format B Lampiran II Peraturan ini.

Paragraf Kedua

Pencairan Keuangan Alokasi Dana Desa

Pasal 11

(1) Pencairan keuangan ADD dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

a. tahap I (pertama) sebesar 600/o (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD

yang diterima desa; dan

b. tahap II (kedua) sebesar 4Ao/o (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD

yang diterima desa.

{21 Untuk mencairkan keuangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

t3l Berdasarkan permohonan tersebut Bupati menyalurkan keuangan ADD ke

dalam Rekening Kas Desa (RKD) yang dibuka di bank atau lembaga

keuangan non bank yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(41 Penyaluran keuangan ADD dari Rekening Kas Daerah kepada Rekening Kas

Desa (RKD) dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan ADD yang

ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai Pihak Kesatu

dan Kepala Desa sebagai Pihak Kedua.



(5) Pencairan keuangan ADD pada bank atau lembaga keuangan non bank

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap sesuai

dengan kebutuhan.

(6) Pencairan keuangan ADD pada bank atau lembaga keuangan non bank

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Surat Pengantar Camat.

Pasal 12

(1) Pencairan keuangan yang diterima desa ADD tahap I (pertama) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan apabila desa

sudah menyelesaikan kewajiban-kewajiban, sebagai berikut :

a. Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Keuangan tahun sebelumnya;

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berjalan;

c. Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Desa kepada BPD

dilampiri berita acara penyampaian LKPJ tahun sebelumnya;

d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati tahun

sebelumnya; dan

e. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

tahun sebelumnya;

t. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

(21 Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD Tahap I (Pertama)

kepada Bupati pada tahun berjalan dengan melampirkan :

a. Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

berjalan sebagaimana Format A Lampiran III Peraturan ini;

b. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun berjalan;

c. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan

Desa dengan contoh sebagaimana lampiran IV Peraturan ini;

d. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan;

e. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);

f. Surat Pengantar pencairan keuangan ADD dari Camat;

g. Copy Rekening Kas Desa pada bank yang ditetapkan Kepala Desa, dan

dilegalisir oleh Camat;

h. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

i. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar yang disahkan oleh Kepala

Desa sebagaimana Format B lampiran III Peraturan ini.



(3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD Tahap II (kedua)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b minggu kedua bulan

Agustus tahun berjalan dengan melampirkan :

a. membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) ADD tahap I; dan

b. menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana ADD tahap I

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini;

c. surat Pengantar pencairan keuangan ADD dari Camat. *"

Paragraf Ketiga

Pelaksanaan Belanja Desa Keuangan Alokasi Dana Desa

Pasal 13

(1) Setiap pengeluaran belanja desa atas beban keuangan ADD harus didukung

dengan bukti yang lengkap dan sah.

(21 Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat

dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran materil yang timbul dari

penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban keuangan ADD, tidak dapat

dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang

memuat keuangan ADD ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Paragraf Keempat

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 14

(1) Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran (SILPA) yang berasal dari ADD

mencakup penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai

dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

(21 SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan ke Kas Desa yang

disimpan dalam Rekening Kas Desa.

{3) Bukti penyimpanan SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukan

dalam buku rekening.

t4) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai

kegiatan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam penerimaan

pembiayaan pada Dokumen APBDesa tahun berikutnya.



Paragraf Kelima

Klasifikasi Belanja dan Kode Rekening Keuangan Alokasi Dana Desa

Pasal 15

(1) Klasifikasi belanja desa dari keuangan ADD sesuai dengan klasifikasi

belanja dalam APBDesa;

(21 Kode Rekening belanja desa dari keuangan ADD disesuaikan dengan kode

rekening dalam APBDesa.

Pasal 16

(1) Setiap belanja modal yang bersumber dari keuangan ADD dapat disertai

dengan partisipasi atau swadaya masyarakat (gotong royong) baik dalam

operasion aI dan I atau dalam pemeliharaan;

- (2) Partisipasi atau swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berbentuk uang, material dan/atau tenaga;

(3) Nilai partisipasi atau swadaya , masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat {2) dituangkan dalam dokumen perencanaan kegiatan Belanja Modal

dimaksud.

Pasal 17

Pemungutan Pajak

Kaur Keuangan ADD wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya

yang sah dan menyetorkan seluruh hasil pemungutan disetor ke Rekening Kas

Umum Daerah pada bank yang telah ditunjuk.

Paragraf Keenam

Perubahan Pelaksanaan Belanja Desa Keuangan Alokasi Dana Desa

Pasal 18

(1) Perubahan belanja desa dari keuangan ADD dapat dilakukan apabila

tedadi :

a. Keadaan darurat;

b. Keadaan luar biasa;

(21 Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

memenuhi kriteria :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan

tidak dapat diprediksi sebelumnya;



b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;

d. memiliki dampak yang siginifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan damrat.

(3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan

keadaan yang menyebabkan penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan

ADD mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 50% (lima puluh

perseratus).

(4) Perubahan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan setelah mendapat persetujuan bersama antara Kepala Desa dan

BPD setelah dievaluasi oleh Bupati.

(5) Perubahan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dilaksanakan

bersama dengan perubahan APBDesa.

(6) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun

anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.

Bagran Ketiga

Penatausahaan Keuangan Alokasi Dana Desa

Pasal 19

(1) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan ADD

sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa.

(21 PTPKD menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan

dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan danf atau pengeluaran

atas pelaksanaan keuangan ADD dan bertanggung jawab terhadap

kebenaran materil dan akibat yang timbul dari surat bukti dimaksud.

Bagian Keempat

Laporan Dan Pertanggungiawaban Keuangan Alokasi Dana Desa

Pasal 2O

(1) Pemerintah desa wajib mempertanggungiawabkan pengelolaan ADD dan

rekapitulasi penggunaan dana disampaikan kepada Bupati sesuai tahapan

pencairan;

(21 SPJ asli penggunaan ADD tetap berada di desa dan copy SPJ disampaikan

kepada Camat;



(3) SPJ ADD wajib dilampiri dengan :

a. Foto pelaksanaan kegiatan;

b. Berita Acara penyerahan kegiatan dari Tim Pengelola Kegiatan kepada

Kepala Desa;

c. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dari Pelaksana Kegiatan (PK)/

TPK kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);

d. Berita Acara Penyampaian Laporan Pelaksanaan ADD sebagaimana

tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini;

Begian Kelima

Larangan

Pasal 21

Kepala Desa, perangkat desa dan BPD dilarang melakukan kegiatan

perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan barang/jasa atau

bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan yang berkaitan

dengan pemerintahan desa dan kekayaan milik desa.

Pasal22

Larangan Penggunaan Dana ADD :

a. membiayai 1 (satu) kegiatan yang didanai d,ari 2 (dua) atau lebih sumber

dana seperti APBN, APBD Kabupaten/Provinsi dan lain-lain sumber yang

sah dan tidak mengikat;

b. membangun tempat ibadah;

c. membangunlpemeliharaan fisik dan lingkungan di lokasi perumahan yang

dibangun oleh swasta/developer, kecuali sudah diserahkan Kepada Desa;

d. pembangunan fisik yang Pemanfaatannya kurang dirasakan oleh

masyarakat/ masYarakat miskin ;

e. kegiatan-kegiatan yang merupakan kepentingan pribadi perorangan atau

kelompok/ golongan dan kegiatan politik;

f. kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup; dan

g. pembayaran premi asuransi atas nama individu yang bukan Aparatur Desa.



BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 23

Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan

keuangan ADD yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan

pengelolaan keuangan desa dengan mengoptimalkan peran APIP.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 24

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD meliputi :

a. Pengawasan melekat/langsung dilakukan oleh Kepala Desa selaku

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka

meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PKPKD dan Tim Pengelola Kegiatan.

b. Pengawasan dilakukan oleh Camat dalam rangka Pembinaan meliputi

fasilitasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan ADD dan

pengawasan penggunaan dan pengelolaan ADD.

c. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka

meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan transparansi;

d. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat selaku APIP yakni

melakukarl pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan ADD, yang

terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan desa.

BAB VIII

PENGGUNAAN ANGGARAN ADD UNTUK BIAYA

PERJALANAN DINAS PEMERINTAH DESA, BPD DAN PIHAK LAIN

Pasal 25

Perjalanan Dinas Pemerintah Desa, BPD dan Pihak Lain dilaksanakan dengan

memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Perjalanan Dinas digolongkan menjadi :

a. Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan;

b. Pedalanan Dinas Keluar Kecamatan Dalam Kabupaten;

c. Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi;

d. Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi.



2. Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka :

a. Pelaksanaan T\rgas dan Fungsi yang melekat pada jabatan;

b. Mengikuti Rapat, Seminar, Sosialisasi, Workshop, Bimbingan Teknis dan

sejenisnya.

c. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

3. Penerbitan Surat Perintah T\rgas (SPT) dan Stlrat Perintah Perjalanan Dinas

(sPPD) :

a. Surat Perintah T\rgas (SPT) diterbitkan atas dasar surat undangan

kedinasan, surat panggilan kedinasan dan kepentingan tugas pokok

Pemerintah Desa atau Desa;

b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dikeluarkan atas dasar Surat

Perintah T\rgas (SPT) yang telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;

c. Surat Perintah Ttrgas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

dibuat sesuai dengan format sebagaimana terlampir.

4. Surat Perintah Ttrgas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai

berikut:
a. Pedalanan Dinas dalam Kecamatan ditentukan sebagai berikut :

- Surat Perintah T\rgas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

, bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;

- Surat Perintah T\rgas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

bagi Ketua dan Anggotan BPD ditandatangani oleh Ketua BPD;

- Surat Perintah T\rgas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

bagi Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Desa.

b. Perjalanan Dinas Keluar Kecamatan Dalam Kabupaten ditentukan sebagai

berikut:
- Surat Perintah Tugas (SPT) bagr Kepala Desa dan BPD ditandatangani

oleh Camat;

- Surat Perintah Pedalanan Dinas (SPPD) bagi Kepala Desa

ditandatangani oleh KePala Desa;

- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi BPD ditandatangani oleh

Ketua BPD;

* Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

bagi Perangkat Desa dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Desa;



Perjalanan Dinas Keluar Daerah dalam Provinsi ditentukan sebagai

berikut :

- Surat Perintah Tugas (SPT) bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD

ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan Surat Perintah

Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Camat;

- Surat Perintah T\rgas (SPT) bagi Pihak Lain ditandatangani oleh Camat

dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala

Desa.

Perjalanan Dinas Keluar Provinsi ditentukan sebagai berikut :

- Surat Perintah T\rgas (SPT) Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD

serta Pihak Lain ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan Surat

Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Camat.

BAB IX

KERUGIAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 26

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan pihak-pihak yang terkait

langsung dengan pelaksanaan ADD yang karena perbuatannya melanggar

hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara

langsung menrgikan keuangan desa, wajib mengganti kerugian tersebut.

Penyelesaian lebih lanjut terhadap pihak yang telah melalaikan

kewqiibannya sehingga menimbulkan kerugian terhadap Keuangan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perrrndang-undangan yang berlaku.

Pasal27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran dan Petunjuk Teknis Penggunaan

Alokasi Dana Desa diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

penyaluran Dana Alokasi Dana Desa berdasarkan realisasi Penerimaan Dana

Perimbangan di Rekening Kas Umum Daerah.

c.

d.

(1)

(21



BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor

17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten

Muara Enim dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'

Pasal 30

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim'

Ditetapkan di Muara Enim

pada tanggal 31 Desember 2O18

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim

pada tanggal 31 Desember 2O18

SEKRETARIS DAERAH,

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2OI8 NOMOR 55"



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR I 56 TAHUN2Ol8
TANGGAL | 31 lesenber 2018
TENTANG : PEDOMANPELAKSANAANALOKASI DANADESA

KOP DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN .... .KABUPATEN MUARA ENIM

NoMoR i 7431 ............ I
TENTANG

TIM PENGELOLA KEGIATAN

KEPALA DESA

Menimbang a.

Mengingat

b.

1.

bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan masyarakat yang didanai Alokasi Dana
Desa (ADD) perlu ada Tim Pengelola Kegiatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala
Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2A74
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a95);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan I-embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahdn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
57t71;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:
Yth. Kepala DPMD Kab. Muara Enim

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2OL4 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2O18
tentang Pengelolaan Keuangan Desa {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun
2OLB tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2Ol8
Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Tim Pengelola Kegiatan, dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas
sebagai berikut:
a. mernfasilitasi pelaksanaan kegiatan;
b. melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala kepada

Kepala Desa;
c. menyerahkan kegiatan kepada Kepala Desa, dalam bentuk

Berita Acara Serah Terima Kegiatan setelah kegiatan selesai
dilaksanakan.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini
dibebankan pada anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahun 2018.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 2AlB

KEPALA DESA

(Nama lengkap tanpa gelar)

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 55 TAHUN2O18
TANGGAL : 31 }esember 2018
TENTANG : PEDOMANPELAKSANAANALOKASI DANADESA

Format A tentang Berita Acara Serah Terima Dana Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat

BERITA ACARA

PENYERAHAN DANA KEGIATAN MELALUI ALOKASI DANA DESA
DESA..... ....... KECAMATAN

TAHUN ANGG4R4N............

Pada hari ini tanggal bualan... tahun

., yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas. Untuk dan atas nama

desa selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : ............

Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan ........

Dalam hat ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas. Untuk dan atas nama

Tim ....... .... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima

dari PIHAK KESATU Dana Kegiatan sebesar

Rp........ ..-.....-..)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada

tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PIHAK KEDUA
(yang menerima)

PIHAK KESATU
(yang menyerahkan)

Kepala Desa



Format B Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang
2. Kegpatan
3. Waktu Pelaksanaan

Rincian Pendanaan

tanggal

Disetujui / mengesahlcan
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian:
1. Bidang dibi dengan kode rekening berdasarlcnn kla,sifilca.si kelompok belanja desa.
2. Kegiatandiisiderugankodereleening sesuai denganurutanlcegiatan dalamAPBDesa.
3, lalom 1 diisi dengannomorurut
4. lalom 2 diisi dengan uraian berupa incian kehfiulwn dalam lcegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan uolume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. lcolom 4 diisi dengan lwrga safitan Aang merupakan besaran untuk membagar

orang/barang
7. kolom 5 dii.si dengan jumlahperlealian antarakolom 3 dengankolom 4.

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

NO. URAI.AN VOLUME HARGA
SATUAN

{Ro.l

JUMLAH
(Rp.)

I 2 3 4 5

JUMLAH tRo.)



Format B tentang Berita Acara Penyerahan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

BERITA ACARA

PENYERAHAN KEGIATAN

MELALUI ALOKASI DANA DESA

DESA..... ....... KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bualan tahun

., yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

2. Jabatan : Tim Pengelola Kegiatan

Nama Kegiatan

Di Dusun / Di Desa

Anggaran Rp .........

Penerima Manfaat ...... orang/kelompok

Menyatakan telah menyelesaikan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas dan

selanjutnya menyerahkan kegiatan tersebut kepada Kepala Desa selaku Pemegang

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam

Kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Kepala Desa Tim Pengelola Kegiatan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR . 55 TAHUN 2018
TANGGAL | 31 leseuber 2018
TENTANG : PEDOMAN PEI.AKSANAAN ALOKASI DANA

DESA

FORMATA RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDCSA

LAMBANG
PEMDES

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN

KABUPATEN

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR .... TAHUN

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang
Kabupaten Muara Enim Nomor ..........Tahun ......... tentang

....., Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa);

bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana
dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyaw aratan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan
Peraturan Desa ... tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa
Tahun Anggaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2AA tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2AA
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a95);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2AL4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor l23,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 57171;

Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2Al4 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2414
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);

b.

c.

2.

3.



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten.......... Nomor Tahun
tentang (Lembaran daerah Kabupaten

Tahun Nomor ..... );

6. Dst...
Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN ...........

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian

sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Rp.....

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp........

b. Bidang Pembangunan

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp...

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp...

e. Bidang Tak Terduga

Jumlah Belanja

Surplus/Defisit

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

b. Pengeluaran Pembiayaan

Selisih Pembiayaan ( a * b )

Rp............................

Ro

Rp.

Rp.

Ro

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini
berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagran

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala

Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orarrg dapat mengetahui, memerintahkan pengundarlgan Peraturan

Desa ini dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

Diundangkan di
Pada tanggal

SEKRETARIS DESA

NIP ........

LEMBARAN DESA KECAMATAN

ENIM TAHUN NOMOR SERI ,...

KABUPATEN MUARA



Format B Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang
2. Kegiatan
3. Waktu Pelaksanaan

Rincian Pendanaan

tanggal

Disehrjui / mengesahkan
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian:
1. Bidang diisi dengan kode relcening berdasarlcaru klasiftleasi lelompok belanja desa.
2. Kegiatandiisidengankoderekening sesttai denganurutanlcegiatan dalamAPBDesa.
3. leolom 1 diisi dengan nomor untt
4. ltolom 2 diisi dengan uraian berupa incian lcehfiuhnn d.alam kegiatan.
5. lcolom 3 diisi dengan uafume dapat berupa jumlah orarry/ barang.
6, lrlc,lom 4 diisi dengan lwrga satuan gang merupakan besaran unfitk membagar

orang/barang
7. lcolom 5 diisi dengan jumlah perlcalian antara kolom 3 dengaru lolom 4.

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

NO. URAIAN VOLUME HARGA
SATUAN

(Ro.l

JUMLAH
(Rp.)

1 2 3 4 5

JUMI"AH (Rp.)



Lampiran : Peraturan Desa...............
Nomor:
Tahun: 2At9

AITGGARAII PETVDAPATAIT DAIV BEI,IU[.'A DESA

D88A......... I{JSCAUATAII

TAHUIT AI{GGANAIT 2019

Kode Relealng Uratan
Aaggatan

lRol
KBt

I 2 3 4

PEI|DAPATAT

1 1 Pand,aoatan ApA Ib& IPAD,

1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadava Partisipasi dan Gotong Royong

1 1 3 I-ain-lain PendaDatan Asli Desavane sah

- Bunsa Simpanan Uans di Bank PAD

1 2 Penda.odoa. Tra nsler
I 1 Dana Desa {DD) DD

I 2 2 1 Alokasi Dana Desa fADDI ADD

1 2 3 1 Baei Hasil Paiak Daerah {BHPI BHP

1 2 4 BaEi Hasil Retribusi Daerah IBBRI BHR

1 2 E Bantuan Keuansan Provinsi {3f,P} BKP

1 2 6 Bantuan Keuancan Kabupaten I Kota (BIg) BKK

- Bantuarr Khusus (Ambulance Desal

I 3 Lala-la.tn Pcndrreartan Aslt Desrl gang wh
1 3 1 Pendapatan Hibah dan sumbaogan pihak ketiga

I 3 2 L^ain-lain Pendanatan Asli Desavang sah

,I,ULAII PEI{DAFATAI|

'EI"AtrJA2 I ffiBeJSS

2 I I Panvadlnan Penrheslhn Tetao den Tualaaran NeDaIa Dese

2 I 1 1 Bolaall Poersai
2 1 1 I 1 ?enshasilan Tetao KeDala Desa

{eoala Desa { ... Ore x 12 Bln x Ro. 2.OOO.00OI

2 1 I 2 funiancan Keoala Desa

Keoala Desa ( ... Orq x 12 Bln x Rp. 750,000)

2 1 Farhdlm Tcteo drn Tunlaaoar Pcraar*at dela
1 I Betrde Pqntst
I 1 I Pe.nphasilan Tetao Peranckat Desa Desa

Sekretaris Desa (1 ors x Rp 1.5OO.00O,- x 12 blnf

Keoala Seksi / KeDala Urusan (6 or* x Rp 1.1OO.o00,- x 12 bln)

Keoala Dusun (...... Or* x Ro 1.10O.000,- x 12 bln)

2 I 1 2 funiancan Peransakat Desa

Sekretaris Desa (1 orgx Rp 500.0OO,- x 12 bln)

Keoala Seksi / Keoala Urusan (6 org x Rp 400.000'- x 12 bln)

Keoala Dusun (...... Ors x Rp. 40O.0OO,- x 12 bln)

I 3 Peavedlern rlanlnrn Sortrl b8d l(epala Dcre dea Peraglet Dc:a

t 3 t Belrala Pesaral
3 I I Janlarn Kc.Ghatan Kcmla Dera ADD

KepalaDesa (1 otgxRp. 87.318,- x 12 btn) ADD

I 3 I 2 Jralru Xsehataa Pcralstat lr.tr ADD

Sekretaris Desa (1 ors x Ro. 87.318,- x 12 blnl ADD

Keoala Seksi / Keoala Urusan {6 Ors x Rp. 87.318,- x 12 bln) ADD

Keoala Dusun {..... ore x Ro. 87.318.- x 12 blnl

3 1 a Jnntrrl Kctcarer.hcdeel l(cmlr lrcra ADI'

Keoala Desa {1 ore x Rp. 14.85O,' x 12 bln) ADD

2 I q 1 4 Jemlllrl Ilctcrenrtsrlerl Peruglat De*
Sekretaris Desa I orgx Rp. 10.800,- x 12 bln) ADD

Keoqln Seksi / Keoala Urusan 6 Ors x Rp. 8.10O,- x 12 bln) ADD

Keoala Dusun {.... org x RD. 8.10O.- x 12 bln} ADD

2 1 3 2 C Bcteala Arureart Jaofaara Herl Tue Perenglrt Dcra flon Plf8l AI'D

Keoala Desa {1 ors x RD. 101.750,- x 12 bln} ADD

Selcetaris Desa 1 ors x Rp, 74.000,- x 12 bln) ADD

Keoala Seksi / Keoala Urusan 6 Org x Rp. 55.5OO'- x 12 bln) ADD

Keoala Dusun 1.... ors x Rp. 55.500,- x 12 bln) ADD

1 a ( Bclenle Asuraod l(6ch.t ,a BPD laon PI{$l ADD

Ketua BPD (1 org x Rp. 87.318,- x 12 bLn) ADD

Wakil Ketua (1 ors x Rp. 87.318,'x 12 bln) ADD

Sekretaris (1 ore x Rp. 87.318,- x 12 bln) ADD

Ancsota (..... org x Rp. 87.318,' x 12 bln) ADD



I 2 3 4
2 I 3 7 Bolaqla Aruraut tctearrn kcrlaen bDd {no[ PtrAl AI)D

Ketua BPD (1 ore x Rp. 6.75O.- x 12 bllr) ADD

Wakil Ketua (1 org x Rp. 5.4O0,- x 12 blnl ADD

Sekretaris (1 org x Rp. 4,590,- x 12 bln) ADD

Anesota {.... ors x Ro. 4.05O,- x 12 bln) ADD

a I a 8 Bcladr Arurand.ranlma Hirt Tua BPD lton PtSl ADD
Ketua BPD (1 org x Rp. 46.25O,- x 12 bln) ADD

tltrakil Ketua (1 org x Rp. 37.000,- x 12 bln) ADD

Selrretaris (1 orsx Rp. 31.45O,- x 12 blnl ADD

Anssota (.... ors x Rp. 27.75O,- x 12 blnl ADD

2 I 4 psavgltloqa ooeraslonal Pemcrhteh Dsr (ATIL lloror PIIPIID drrl PPXD dlll
2 I 4 2 Bclea-le Barrlr dal .lara
2 I 4 2 1 Belania Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
.) I 4 2 Betrania Perlenskapan Alat-alat Listrik
2 1 4 2 Belania Perlenekaoqn Alat Rumah Tangsa dan Bahan Kebersihan
2 1 4 2 Belania Bahan Bakar Minvak/Gas/Isi Ulans Tabuns Pemadam Kebakaran
2 1 4 2 Belenia Barans Cetak dan Penssandaafl

2 I 4 2 6 Belania Barans Konsumsi {Makan/minum}
2 1 4 2 7 Belania Bendera/Umbul-umbul /Spanduk
2 I 4 2 8 Belealr Palatal DtnellAcramn/Atrlbut

- Pakaian Dinas PDH @Rp. 500.000/stel
- Sepatu Dinas / Sepatu Olahraga@Rp. 2s0.O0O/pasang
- Pakaian Olahrasa @Rp. 3sO.OOO/steI

- Pakaian Batik @Rp. lSO.OOO/lbr
- Pakaian Hitam Putjh @Fp. 350.000/stel

4 2 o BelanioJera Eolol.rlso
- Belanja Honorarium Operator Siskuedes (1 org x Rp 1.O&.OOO x 12 btn) ADD

- Belania Honorarium Ooerator Desa {1 ors x Rp 1.OOO.@O,- x 12 btn'l ADD

- Belania Honorarium Penselola Aset Desa ADD
- Sekretaris Desa (1 ors x Rp 200.000,- x 12 bln) ADD

- Kasi yans membidansi (1 org x Rp 200.00O,- x 12 blnl ADD

- Belanja Honorarium Pengelola keuangan Desa ADD

- Kepala Desa {1 org x Rp 3O0.0O0,- x 12 bln) ADD

- Sekretaris Desa (1 org x Rp 250.000,- x 12 bln) ADD

- Kepala S€ksi (1 orgx Rp 20O.0O0,- x 12 bln) ADD

- Bel,ania Honorarium Staff Kaur Keuangan (1 org x Rp 1.0OO.0OO,- x 12 bln) ADD

I A 10 Belarlle Pcrldanea Dllnl
SPPD ddaa Daerah { llc l(ccroetea}
- Uans Saku / Transoort 1 Orsx 24kalix Ro. 75.O00 (KeoalaDesal ADD

- Uans Saku I Tlansrort 4 Ors x 24 l<a1ix RD. 5O.OOO {Peranskat Desal ADD

SPPD delan Daerah lKc llabupated
- Uans Saku 1 org x 24 kali x Rp. 15O.OOO (Kepala Desa) ADD

- Uans Saku 4 o*x24 kali x Rp. 1OO.0OO fPerangkat Desa] ADD

- Uang Transport 5 org x 24kali x Rp. ......(PE (sesuai dengan ring ) ADD

SPPD dalen Decreh (Ke Xabuoatenl ltoa PeralcL.t lPthet Latnl
- Uang Saku I org x 2 (k1) x 12 bln xRp. 75.000,- ADD

- Uane Transoort 1 orc x 2 0rJl xl2 bla x Rp. ...... (PPI (sesuai ds rinsl ADD

SIPPD LuarDeerah lDalan koYloctl
- UangSaku 1 orsx2 {kl x2 harixRp.2O0.00O (KepalaDes4 ADD

- UanE Saku 3 ora x 2 {kl} x 2 hari x Ro. 150.OO0 fPeraur*at Desa} ADD

- Transport 4 org x 2 kali x Rp. ..... {PB (Peranskat Desa) ADD

SPPD Lurr Provlsl
- Uang Saku 1 org x ... {hari} x .... kali x Rp. 3OO.0OO (Kepala Desal ADD

- Uans Saku 1 org x ... {hari} x .,.. kali x Rp. 250.000 (Perangkat Desa} ADD

- Uans Saku 1 orq x ... {hari} x .,.. kali x Rp. 150.000 {Nor Peraflgkat Desal

- Transport .... org x ... I(afi (PB x Rp. .......-..(SPJ sesuai kebutuhan : tiket pesawat / aobil
/ knritansi sewamobil ,/ catu bbm) ADD

2 1 4 2 11 felania Jasa Sewa
o 1 4 2 L2 3elania Jasa Ianssanan Listrik
2 1 4 2 13 3elanja Pemeliharaan (Peralatan, Kendaraan d11) ADD

2 4 2 t4 felania Barans dan Jasa vans Diserahkaa kepada Masyarakat

2 I 4 3 Bclenla todd
2 I 4 3 I Belania Modal Pengadaan Tanah

2 I 4 3 2 Belania Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan AIat Berat

- Belania Modal oengadaan Laptop Kantor Desa ADD

- BeLania Modal oensadaan Printer ADD

- Belanja Modal pengadaan Meja kerja 7/2biuto ADD

2 I ! Paavodlaan ftulumnBPD
2 I 5 I BcLd. Peg.ret
2 I 5 I 1 Iunianean Kedudukan BPD

Ketua BPD (1 org x Rp 1,250.000,- x 12 bln)
Waki! Ketua (1 org x Rp 1.0OO.OOO,- x 12 bln)

Sekretaris (1 orsx Rp 850.O0O,- x 12 blnl
Anssota {...... Org x Rp 750.O0O,- x 12 bln)



I 2 3 4
2 6 Penycdtaen Operarlolal BPD (Rapat, ATf, Uataa illnuo, Patalaa &ragen, Lfrtrft dlf)

I 6 Behda Earalr dan Jasa
I 2 1 Belania Alat Tt-rlis Kantor dan Benda Pos

1 e 2 2 Belania Barans Cetak dan Penpeandaan
2 e 2 3 3elania Barans Konsumsi (Makan/minuml

1 6 2 4 BeLania Pakaian Dinas/Seracam /Atribut
2 1 t 2 E Belrala Perialenen Dtnas ADI)

SPPD dalae llacrrh I I(o Kcoeantaal
- Uans Saku / Transoort I Orgx4 kalix Ro. 75.OO0 fKetual ADD
- Uane Saku / Transport 2 Orex4 kali x Rp. 5O.OO0 (Anggota) ADD

SPPD delao Dscnh lXe llabupateal
- Uans Saku 1 orq x 4 kali x Rp. 15O.O0O (Ketua) ADD

- UanE Saku 2 ors.x 4 kali x Rn. 10O.0O0 (Anesotal ADD
- Uang Transport 3 org x 4 kali x Rp. ......{sesuai dengan ring } ADD

- STPPD Luar Daorah llraho Ptoytrctl
- Uana Saku 1 org x 1 (kll x 2 hari x Rp. 2fr).OOO {Ketual ADD
- Uans Saku 2 org x 1 (kU x 2 hari x Rp. 150.OOO (Anggot4 ADD
- Transport 3 org x 1 kali x Rp. ......,.. (PP) ADD

2 1 6 6 Belania Pemeliharaan

1 6 Bclaala fodat
6 1 Belania Modal Peneadaan Peralatan. Mesin dan AIat Berat

- Belania Modal Densadaan Laptop Kantor Desa ADD
- Belania Modal Densadaan Printer ADD

- Belanja Modal pengadaan Meja kerja l/2 biro ADD

2 I Pcavcdlran larerttf/Ooeraslonal RT AI)D
2 1 7 BcLrle Benag dal Jase ADD

1

2t-

7 2 1 Belania Insentif RT f.... Ore x 12 bln x Ro. 2OO.OOO) ADD

7 2 Belania Alat T\rlis Kantor dan Benda Pos ADD
7 2 Belania Barans Cetak dan Penggandaan ADD

I 8 Kedater Lo-qtaana l(oran ilacuk Deca

2 1 8 2 BeIanJa barang danja:a
2 I 8 2 1 Belania Koran
2 I 8 2

2 I E 3 Bolsda fodel
2 1 8 a

I I(ectrtan Ooeraclonal Aabulrnce Dcra
I a Bclanle baralc dea lul
I a 1 Belcnle Pcaclltareen lPemletan- Xend.r..! dlll ADD

- Belania Pensadaan Ban Kendaraarr
- Belania Suku Cadans Kendaraan
- Belania BBM Kendaraan [20 Ltr x 24 Kdix Rp. 8.0001

- Belania Ganti Oli Kendaraan
- Belania Paiak Kendaraan

Belania Asuransi Kendaraan Ambulance Desa
2' ,!

I
I

I 2 Bclaala lqscntlf Soptr Anbuleacc Dera 11 Or*,x2 Lqtl I !! bla r trp. ZXr.qXrl ADD
o 3 Betede luenttf Pareocdlr Pendamolm lll Ors r 2 Lell r 12 bln r Ro. 2[X].fiXll AI'D

2 1 I 3 Bclsnla todd
2 9 3 1 3eLania Modal Kendaraan {Ambulance Desa}

I l0 Kcaietal pcnycleaggeraan iluryararah dore Pcrercaanen Dese/Pembahasaa llPBDcr
lDmlarl

2 1 10 2 Bclanh barrl daa lara
2 I 10 2 1 Belania Barane Konsumsi {Makan/minuml
2 I l0 2 2

2 I 10 I Belanla Modal
2 1 10 1

1 11 Kedetan Pcare6[.-qgr Sbtcm Iaforoesl Dera ADD

11 Bclerlle Barels daa Jara ADD

2 I t1 1 biava Daket internet ADD

2 1 t7 Kcgtat n Dufruaga! & SolLltlart Pel,alrana Pllkadec, PerlllLaa lla. Kcrtlayataa & BPD ADD

I t2 Ad.als Ber.n8 del Jara ADD

2 1 12 2 I Barang Perlengkapan Lainnva ADD

2 1 13 Kcgi.t l Pcnyeleooganaar Loube antar KertlayaLu & Peagtrlaaa Hoatlgea dalarn
Lomder

ADD

2 1 13l 2 Bclraia Barelg dea.Ia:s ADD

2 I 13 2 1 Belania Kesiatan Lomba Desa ADD

2 1 13 2 2l

2l I 131 2 Bcleola todal
2 I 131 2 1



I 2 3 4

2 1 14 KGd.ten Pcacatuea/Pclclrtrn Batar/Petot faaet l(ar Dera ADD

2 I t4 2 Beledr Barelg dan Jara ADD

2 1 l4 2 1 Belania Insentif Tim Batas Desa (7 Qrex 2 ld x Rp. 1O0.0O0) ADD

2 1 l4 2 Belania Baraag Konsumsi (Makan/Minum) ADD

2 I l4 2 Belania Dokumentasi ADD

2 1 t4 3 Bclad,r todd ADD

2 I 14 3 1 Belania Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah ADD

- Belania Modal Peneadaan Patok Sementara Batas Desa ADD

2 2 nfrxfa rmHrnrrry*ef r$mfUgffi6,[ pE*e

, I KcdLtera tlub Btdsar Pcadldlteo
2 I 1 @/tpOluaararer lfon Forrlel Ullil llcra {Eoaor, Pataial

{itr
2 2 1 I 2 Belania Barans dan Jasa

ffi/TpA/TPQlMadrasah (..... Org x 12 btn x Rp. 3OO.OOO)

2 2 1 1 3 Belanja Modal

a 2 2 @/peorryhua/Peagrdaea tlenaa/Prararaaa/Alat Poragr
Drrrtt ,.fi? ,.FDA ,.fiiA ,'t!FrO rlf.dEEh

2 2 I 2 Belania Barang dan Jasa

2 2 1 2 Belanja Modal

,l 2 1 3 @/Foahghot-r senaalPra*nnr Fcryurtalren/?rnu
R.aon Dao/Sanlmr Bahlu

2 2 1 3 3elania Barang dan Jasa

2 2 1 3 Selanja Modal

tu ..........

2 1 4 @nr *UttOelg 1Peagsdran Buku, Iloaorr Taral Baca

I 4 2 Bcleqie Bareag der.Iare
- Alat Tulis Kantor
- Belania Insentif Penselola Perpustakaan

2 t 4 3 BclenJa fiodal
- Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan DD

f BG" Modal Pcralatan dan Pcrlcngakapan PgSrr$taka* 
-

DD

2 2 Kcglrtan Sub Bldeng Kcsoheten

7 2 t Polnder Utllt Dc.q (Ob.t' Io'elrdf, IIB' dtbl

2 2 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa

2 2 2 1 3 Belanja Modat DD

- gelanja Kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) DD

- fetanja UoaA Pergadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat DD

- du..

2 2 2 2 p".vacusrnna Potrandu lilatuaa Tanbahear ffX. Buallr L[dr' Ilrlctltl{ DD

2 2 2 2 Belania Barang dan Jasa DD

- BelaniaOoerasional Posvandu Rp. 7-50O'00O DD

ffisbindu Dasar) (.. . olg 
"'....keg " 

xq:-lgggL DD

sbinda) (..'. OrS 1 '.. 
Keg " 3P:- 19q'O90) DD

Belania Keciatan Pencegahan Silnting DD

ffipins P"oimbangat Balita DD

- Pendampinsan inuman tablet tambah darah ibu hamil DD

- Pendampingan Ibu Hamil DD

- Belania Pelatihan Kader Posbindu DD

2 3 Bela4ia Modal

- Kegiatan Posbindu PTM Dasar

- du.

2 2 3 @/pcntag}.t6/Peryrd.u Srgnr/Prararana
@andu/Pollador/PfD

2 2 3 Belania Barang dan Jasa



7 2 3 4
3 Belanja Modal

dll

2 a KGdet r Sub Btdarc Pskcrlaan Umuo daa Penata Rusrc
2 2 1 Pemcllharaoa .Iden Dere
2 2 I 2 Selania Barans dan Jasa

2 2 3 I Belaqia Modal

2 2 3 2 l(eglata! Peabaagunaa/Ratrb[ft tilPcntng]ataa/Pengcrasaa Jembetaa tllit Dsr

3 2 Belania Barans dan Jasa

2 2 Bela4ia Modal

2 2 a 4 feilatar Pcnbargunoa/Rahabt[brf/Penfaghb!/Pergeraran JaIu Dc.{ lGotorS,
tuLkr lltl

2 Belania Barans dan Jasa

2 2 3 3 Belanja Modal

7\. 2 3 A Keglrtall Fambaaguea/Rch.bilttad/Pcofryhtan Bdaf Dc.a/Belsf Leaarfarahtan

4 2 Belania Barans dan Jasa

2 2 3 Belanja Modal

2 2 ! Kedatra Pcmbnatan/Peautalhfuaa Pote lftlavah derr So.lsl DGti
2 2 Belania Barans dan Jasa

2 2 3 3 Belanja Modal

G Ke{taten Pernbamuraa/Rahebtlttarl/Pealnc}rtar Errbulf Dera
2 2 6 Belania Barans dan Jasa

2 2 3 6 3elanja Modal

z
zln

7 Kadatrn PamhelonmlRchebllttad/Penlnsletra toaumcn/Gaoura/Brtai l1ce8

3 7 Belania Baranc dan Jasa

2 2 7 a 3elanja Modal

, 4 Kcrdataa Sub Btdetrtsararrn PcuuHoaa
2 I a Kcdrtan Fanbancnnrn/Rchrbtlltart/Pedrslater Sumbcr Alr Ecrrth ttltt Dera
2 2 4 I Selania Barans dan Jasa

2 2 4 I Belanja Modal

2 4 2 KGglat a Peobangunaa/Bctrbtlttrd/Pcalagtetrn Srdlttel Jarnban Uaum/tCX Unur
tfl

2 2 4 2 2 3elania Barans dan Jasa

2 2 3 Belanja Modal

4 4 Kegl.taa PcatenSunaa/nehabllttarflPentagketea Fattlttit Pcngclolaea Sqnpah

2 2 4 3 2 felania Barans dan Jasa

2 2 4 a Belanja Modal





7 2 3 4
2 3 2 I 3 Belania Modal

2 3 Kedatan Sub Xcoenudsin dan OlehRs!.
2 3 a I Kcgtatan Pcnglrlaan Hontlgen Kepeaudaaa & Olahrag! Sobagd Yaldt D€.a ttt

lfa /ltatl /!lak

2 3 3 Belania barans dan iasa

2 3 3 I Belania Modal

I I 2 Penyelcamraal FchHhrrr Kcpcaudaar Ttlglat Dcra
2 3 2 2 Belania barane dan iasa

3 2 3 Belania Modal

4 3 3 fcghtan Peayclenggaraan Fcrttral/Ionba Kclnandean .ren Olahtrg! tl!8ht ltcra

2 Belania baranp dan iasa

1 3 Belania Modal

4 Kcgtstrn Peobalgonea/Rcb.b[ttrtllnenfagketen &rela '1.' Prlraaltrt l(cpomudaan &
lllrlraa lllll} Ilm

4 2 Belania barans dan iasa

2 4 3elania Modal

q
J 5 Kcd.taa Pcrbtaaaa lhrag Terure/I(Iub Kcpeoudaaa dan Olahrese

2 2 Belania baranp dan iasa

Kesiatan KaranaTaruna

2 5 3 3elania Modal

3 A Kcd.taa Sub Btdane Kehmbas.ra faryeralat
2 3 4 I {eoiatan Pembinaan lembaea Adat
2 3 1 2 Belanja barang dan jasa

21 3 4 I 3elania Modal

1 3 4 2 Kcdatar LXUD/LPU/LPUD
2 3 2 2 3elanja barang dan jasa

. Ooerasional LPMD

2 3 4 2 Belania Modal

2 3 4 3 KGdit r P66[lnm PKK ADD/DD
2 3 4 3 2 Bclanlabenncdu Lra ADD/DD

lletrctarlat PIil( ADD/DD
- Pelatihan SIM PKK (Operator Entri Data-data Primer di desal 5.OOO.OOO ADD/DD

Pembanzunan Sekretariat PKK {30O.0oo.0OO) PAIrc.

POIL'A I
- Pelatihan PI(BN (Pernbinaan Kesadaran Bela Negara) 2'50O.(M) ADD/DD
POIT.'A U
- Pelatihan Sesuai Potensi Desa (3.5O0.0OO) ADD/DD

- PiOIUAm
- Pelatihan Pembentukan BankBit (4.5OO.OOO) ADD/DD

- FOIG'A IV
- Pencegahan Stal,a (Stuntjng dan Thallasemi4 5,OOO.OOO ADD/DD

2 3 4 3 3 Bclerte ilodal AI'D/DD
lel.ania Modal Laotoo PKK ADD/DD

Belania Modal Printer PKK ADD/DD

2 3 4 4 K€aht rs Pclatlhaa Perrrtlauo Lcrbsro lfaoa;veratatan
2 3 4 4 Belania barane dan iasa



7 2 3 a
4 4 3 Belanja Modal

.J BryATG rEreE]RDAYA*II..EAAXAEAIT]IT .

4 Kcrdetu Btdang l(elautu dar Ferlknan
4 I Bclaata baraac &r lare

2 4 1 2 1

2 4 I 3 Eelaale Uodd
2

a

4 I 1

4 2 Ifudrte! Btdeaq Porteaten dea Petetleter
4 2 Belanla bersnc darr lara

2 4 2 1

A 2 Belaale fodd
2 4 2 I

A Kedrt n Bldaar Perlnghetaa lkpasthr Aoaretur Dcle
2 4 2 Beleala beraan dan lara
2 4 2 1 Peninpkatan Kaoasitas Ooerator Siskeudes DD
2 4 3 2

2 4 3 3 Belarrla ilodal
2 4 3 3 1

2 A 4 lledetan Bldeng Pcubcrdayaaa Percmpuaa" Perllnduapen Aoat darr Koluetrl
+ Bclralebaranrdaa lala

4 4 2 1

2 a 4 3 Beleala todal
4 4 3 1

A 5 Kechten Btderr Korererl. Ule.hr ftcro KGctl drn ilelcrorh IIIUXU!

?t:
4

ar4

Belaalo barang dan lara

Bolrala fodal
2 4 3 I
2 4 a Kcdataa Btdaac Duturlgrn Peaaaamaa todal DD

4 G I K6!tate! Pelatlhaa Pelselolaar BIIU Desa DD
2 4 6 L 2 Bcfada barau dea larl DD

?elatihan Unit Us$a BUM Desa DD

I 7 Kcdrbr Btdailt Perdaoanom dan Perlndustrlan
2 4 7 2 Bolaalabararr deaJa.a
2 4 2 1

2 4 7 3 Belanla todal
2 4 a 1

7 : INDAIIG ?GTiX@T'Tdil{IAII IGilC{,il&.D6BUNAT DAIT ffiIrDEqAS DESA

5 I KGdstar Peaaaequlalpel Beocalr ADD/BIIP
5 I A Bdeala Tldal ?crdure ADD/BHP

2 1 4 t Penanssulanpan Bencana ADD/BHP

E 2 Kerdater Keadeal Dorurat
5 4 Bclarje Ttdak Terdum

cr(

E

4 I Penansenan Keadaan Damrat

Kectrtan Keadeal feadetrl
! a Bclrrrle Tldat Tcrduse

2 4 I Penanganan Keadaan Mendesak

N'ULAH BELITI|JA

$I'RPLUS/ {DEr!SITI

SIT}A I.E,BIE/ IXUNATq PENIII?UffGAT AIIG'GARAT

3 PEUBIAYAAT

3 I Penalnaat Penblaaaan
3 I 1 SILPA

3 1 2 Pencairan Dana Cadanean

3 1 3 Hasil Kekavaan Desa Yane dipisahkan
JI'ULAS I NP I

3 2 Penqektatzr,t Pembla taan
3 I Pembentukan Dana Cadanea,

2t 2 PenvertaEn Modal uumdes
JI'UI.AII I RP I

KEPAI,A DESA,

BUPATI MUARA ENIIvI,

Dto

AHMADYANI



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 5J TAHUN2018
TANGGAL : 3tr }eseuber 2Ol8
TENTANG : PEDOMANPELAKSANAANALOIi{SI DANADESA

KOP DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN ........... ........KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 143 I ............ I

TENTANG

PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA
KEUANGAN DESA

KEPALA DESA

Menimbang

Mengingat

b.

1.

2.

bahwa untuk mendukung pengelolaan keuangan desa dan

untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Desa

Nomor ....... Tahun ........ tentang

Perlimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

perlu dibentuk Pelaksana Teknis Pengelola

Keuangan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala

Desa tentang Pembentukan Pelaksana Pengelola

Keuangan Desa. ............;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Al4 tentang Desa

(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2414

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OI5 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2A14 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2A]l4 tentang Desa (Lembaran

/l
a).



4.

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor L57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
57t7\;

Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2O1B

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun
2AL8 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 20 18

Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

T\rgas Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

T\rgas Koordinator Pelaksana Pengelolan Keuangan Desa

a. Men5rusun dan melaksanakan
b. Menyusun rancangan Peraturan desa

c. Menyusun rancangan Peraturan Kepala Desa tentang
d. Menyusun laporan keuangan desa dalam rangka
e. Menyiapkan Pedoman pelaksanaan APB-Desa;

f. Menyiapkan pedoman pangelolaan barang milik desa;

g. Mengetahui SPPU.

T\rgas Kaur Keuangan Desa
a. Menyimpan dan mengeluarkan uang
b. Melakukan pembayaran
c. Menyimpan seluruh bukti pembayaran..

d. Melaksanakan sistem akutansi

Tugas Pengelola Barang Milik Desa
a. Menyusun perencanaan
b. Menyusun anggaran ........
c. Melakukan penyimpanan uang
d. Melakukan pemeliharaan
e. Melaksanakan
f. Melaksanakan
g. Melakukan
h. Menyusun

5.

6.

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA



Lampiran .. . .......... ... . \

SUSUNAN TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA

Kepala Desa.

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

NO. NAMA JABATAN JABATAN DALAM TIM

1. Kepala Desa Pemegang Kekuasaan

2. Sekretaris Desa
Koordinator Pelaksana Pengelolaan

Keuangan Desa

3. Kaur Keuangan Desa

4. Pengelola Barang Milik Desa

5. Pemungut Penerimaan Desa



KEENAM : Tugas Pemungut Penerimaan Desa
a. Melakukan
b. Melakukan
c. Mempertanggungiawabkan

KETUJUH : segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini
dibebankan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

(Nama Lengkap tanpa gelar)



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR :65 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DeSember ZOrS
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI

DANA DESd{

INFORMASI REALISASI DAN PENGELUARAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2OI9

Tahap I
DESA :

KECAMATAN :

Tahun Anggaran :

Nomor
PENERIMAAN

(RP)

PENGELUARAN
URAIAN

KEGIATAN
JUMLAH

(RP)

Volume
Kegiatan

Waktu
Pelaksanaan

Lokasi Penerimaan
Pernbq4aran

Pajak
Ket

1 2 3 4 6 7 I I W

JUMLAH:

Mengetahui :

KEPALA DESA
Sekretaris Desa
Selaku PKPKD

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR , 65 TAHUN2O18
TANGGAL : 31 }esenber 2at8
TENTANG : PEDOMANPELAKSANAANALOKASI DANADESA

BERITA ACARA

PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN ADD TAHAP
DESA ..... KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN .................

Pada hari ini tanggal bulan tahun
......, y&rg bertanda tangan di bawah ini

1. Nama
Jabatan

Selanjutnya

2. Nama
Jabatan
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU bersama dengan jajaran pemerintah desa, telah
menyampaikan laporan pelaksanaan ADD Tahap ...... kepada PIHAK KEDUA dan
masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan ......... dengan dana sebesar Rp
(...............)

2. Kegiatan......... dengan dana sebesar Rp
(.............. .)

3. Kegiatan......... .. dengan dana sebesar Rp
(...............)

4. Kegiatan dengan dana sebesar Rp
(...............)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada
tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Kepala Desa
Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

disebut sebagai PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA
KETUA BPD ......

PIHAK KESATU
Kepala Desa

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI


